BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat
umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan
dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat
pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari
berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari
baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan
pelaksana di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan Negara.!

Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai
kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa
sebagai warga negara, semua aturan hukum positif negara Indonesia tetap
berlaku untuk TNI.

Keberadaan Peradilan Militer diperkuat dengan Undang-Undang No.
30 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang
menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri dan
komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Maka
berdasarkan dengan ketentuan, Tentara Nasional Indonesia memiliki

peradilan tersendiri, yaitu peradilan militer, hal ini tercantum dalam Pasal 5
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ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Dimana disebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana di
lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan
dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Dalam penjatuhan hukuman khususnya hukuman yang dijatuhkan
terhadap Prajurit TNI Kkita harus mengetahui bahwa hukuman tersebut tidak
hanya sebuah hukuman pokok berupa pidana penjara saja tetapi ada
hukuman pidana tambahan yang masih jarang diketahui oleh masyarakat
umum Yyaitu penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI
yang di jatuhkan oleh Hakim Militer apabila seorang TNI melakukan tindak
pidana seperti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Asusila
dengan Keluarga Besar TNI.

Sebagaimana telah kita ketahui pidana tambahan pemecatan dari dinas
militer sebagai seorang prajurit hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dilihat dari perspektif hukum pidana
KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut
disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu
seperti anggota angkatan bersenjata yang pengaturnnya dilakukan secara
khusus.

Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yag
diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum
pidan tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan orang-

orang tertentu (prajurit). Kekhususan hukum pidana militer tidak dapat
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dilepaskan dari sifat dan hakikat anggota militer itu sendiri yang bersifat
khusus, sehingga hukum pidana militer bisa saja menyimpang dari asas-asas
hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi
pidana yang berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku pada
masyarakat umum. Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam
KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf B ke-1 KUHPM yang
menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat
dikenakan terhadap anggota militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran
dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
dan jenis pidana pemecatan ini bersifat murni.

Mengingat banyaknya kasus narkotika yang masuk atau di proses di
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya terhitung mulai dari tahun 2014 — 2019
sebanyak 78 kasus yang dilakukan oleh TNI. Hal inilah yang melatar
belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer
[11-12  Surabaya dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PADA TNI
ATAS TINDAKAN PENYALAHGUNA  NARKOTIKA DI
PENGADILAN MILITER 111-12 SURABAYA”.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan TNI
atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer 111-12

Surabaya?
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2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Militer untuk menjatuhkan
pidana tambahan pemecatan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer 111-12 Surabaya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan
TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Hakim Militer menjatuhkan
pidana tambahan pemecatan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait
akan hal pelaksanaan penjatuhan pidan tambahan pemecatan TNI.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan
pemikiran supaya tidak akan terjadi kasus penyalahgunaan narkotika
yang dilakukan oleh TNI.

Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,



sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau
perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam
ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari
peristiwa-peristiwva yang kongkrit dalam lapangan hukum
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat.Seperti yang diungkapkan oleh seorang
ahli  hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang
berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:”Perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut.”?Jadi berdasarkan pendapat
tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud
adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa
merupakan suatu perbuatan yang tidaksesuai atau melanggar

suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarangoleh aturan

2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.54.



hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan
tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya
atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan
atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini
maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan
hukum vyang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan
terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau
pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa
aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat,
oleh karenanya antara kejadian dengan orang Yyang
menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat
pula.

Pengertian tindak pidana menurut Prof. Dr. Bambang
Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai
perbuatan pidana akan lebih lengkap sebagai berikut:“Bahwa
perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*Adapun
perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum
pidana”dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang

¥ Bambang Poernomo,Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h.130.



Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari
perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat
perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan
perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang
atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu
mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu
mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas
legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin
sebagai Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege (tidak
adadelik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan
dalam suatu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.



1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam
unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat Kita jumpai
adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan
itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang
terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang
terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) pada mumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur normatif.
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung
di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu
di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus di lakukan.*
1.5.1.3 Unsur — Unsur Subjektif Tindak Pidana
Unsur — unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu
adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);

4 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, h.193.
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2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1
KUHP;

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yanjg
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur — Unsur Objektif Tindak Pidana

Unsur — unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris
dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut
Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai

akibat.
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1.5.1.5 Sanksi Dalam Hukum Pidana
Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis,
yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:
1. Pidana Pokok, Terbagi menjadi:
A. Hukuman Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan,
mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf
kehidupannya sebagaimana termaktub dalam Pasal
28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Akan
tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen
undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada
perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara
narkotika sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati
diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Umum dan Militer, yang antara lain mengatur bahwa
pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh

pengadilan di lingkungan peradilan umum atau


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/node/38/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/node/38/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629
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peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai
mati.
. Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat
dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu
tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu
antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut
sesuai Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban
kerja yang tertuai padaPasal 14 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Pidana penjara dikenakan kepada orang
yang melakukan tindak pidana kejahatan.
. Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya
adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan
seseorang karena melakukan suatu tindak pidana
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana
kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan
tindak pidana pelanggaran, atau sebagai pengganti
pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat

(2) KUHP).
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D. Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran
yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal
30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia
diganti dengan pidana kurungan.

E. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana
pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan
pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman
Tutupan.

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan
yang diancam dengan hukuman penjara, karena
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim
boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang
disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.

2. Hukuman Tambahan
Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
pengertian dari pidana tambahan tidak disebutkan tetapi
hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri
melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, begitu
pula pengertian dari penjatuhan pidana tambahan di dalam

Undang — Undang tidak disebutkan pengertiannya tetapi


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8a3e5a162/node/38/uu-no-20-tahun-1946-hukuman-tutupan
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hanya mengatur tata cara pelaksanaan penjatuhan pidana
tambahan saja yang di jatuhkan bersama dengan pidana
pokok, hukuman tambahan terbagi menjadi:

A. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

B. Perampasan barang yang tertentu

C. Pengumuman keputusan hakim.

Sebagaimana antara lain yang pernah dijelaskan dalam
artikel Pidana Pokok dan Tambahan, KUHP sendiri
memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan
tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk di atas saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Tindak Pidana  Korupsi sebagaimana yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya,
diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari
3 bentuk tersebut, seperti: pembayaran uang pengganti yang
besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi,
penutupan perusahaan, dan sebagainya. Pada prinsipnya
memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara
berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya

hanyalah merupakan tambahan.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dan-tambahan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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1.5.2 Tindak Pidana Militer
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Militer
Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan
oleh subjek hukumnya yaitu militer, tindak pidana militer
pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi
dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict) yaitu
tindakan-tindakan  terlarang/diharuskan ~ yang pada
prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer,
karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu
kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut
ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada
prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam
uraian-uraian tindak pidana yersebut, ada perluasan subjek
militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara
lain:

a. Melarikan diri dari peperangan
b. Desersi
c. Meninggalkan pos penjagaan

2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan
terlarang atau diharusakan yang pada pokonya sudah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, kan
tetapi di atur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu
keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat
lain, sehinggan diperlukan ancaman pidana yang lebih
berat, bahakan mungkin lebih berat dari ancaman pidana
pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam
pasal 52 KUHP. Alasan pemberat tersebut, adalah karena
ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana
Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan,
mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang
militer. Misalnya : seseorang militer sengaja dipersenjatai
untuk menjaga keamanan tetapi tentara tersebut
menggunakan senjata tersebut untuk mencuri.®

> S.R.Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara
Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, h. 19.
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1.5.2.2 Sanksi Tindak Pidana Militer
Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang
ini terdapat dalam beberapa pasal :
Pasal 6 yang berbunyi :

1. Pidana-pidana utama:

a. Kesatu, Pidana mati;

b. Kedua, Pidana penjara;

c. Ketiga, Pidana kurungan;

d. Keempat, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).

2. Pidana-pidana tambahan:

a. Kesatu, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa
pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan
Bersenjata;

b. Kedua, Penurunan pangkat;

c. Ketiga, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada
Pasal 35 ayat pertama padanomor-nomor ke-1, ke-2 dan
ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 39 yang berbunyi :

Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang
ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya selain daripada
pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk
memasuki Angkatan Bersenjata.

Pasal 81 yang berbunyi :

Militer, yang dengan sengaja mengambil suatu barang
yang ditentukan tidak termasuk rampasan perang, tanpa
maksud untuk dengan melawan hukum memiliki barang itu,
diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 85 yang berbunyi :

Militer, yang  karena  salahnya  menyebabkan
ketidakhadirannya tanpa izin diancam:
a. Kesatu, Dengan pidana penjara maksimum sembilan
bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;



16

Kedua, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun,
apabila  ketidakhadiran itu dalam waktu damai,
dfisebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian
dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar
pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau
patut harus menduganya ada perintah untuk itu;

Ketiga, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun
empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu
poerang tidak lebih lama dari empat hari;

Keempat, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun,
apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang,
disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian
dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya
sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau
tergagalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86 yang berbunyi :

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

tanpa izin diancam:

a.

Kesatu, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4
bulan, apabila ketidakhadiran aitu dalam waktu damai
minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Kedua, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8
bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang
tidak lebih lama dari 4 hari.

Pasal 87 yang berbunyi :

1.

Diancam karena desersi, militer:

a. Kesatu,Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk
selamanya dari  kewajiban-kewajiban  dinasnya,
menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh,
atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau
kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

b. Kedua, Yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu
perang lebih lama dari empat hari;

c. Ketiga, Yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut
melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu
perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan
pada pasal 85 ke-2.
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2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam
dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan
bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam
dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam
bulan.

Pasal 97 yang berbunyi :

(1) Militer, yang dengan sengaja, menghina atau
mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada
seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau
dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara
lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan
surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang
diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya
atau dihadapannya mengejeknya, diancam dengan pidana
penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dalam dinas, diancam dengan
pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 140 yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun,
barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan
itu telah  menyalahgunakan  (kesempatan)  tempat
kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya
berdasarkan kekuasaan umum.

Pasal 147 yang berbunyi :

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan
sengaja membunuh, membinasakan, membuat tidak terpakai
ubntuk dinas atau menghilangkan binatang keperluan
Angkatan Perang, diancam:

(1) Dengan pidana penjara maksimum sepunuh tahun,
apabila tindakan itu dilakukannya, sementara ia termasuk
suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk
perang.

(2) Dengan pidana penjara maksumum lima tahun dalam hal
lain-lainnya.

Pasal 148 yang berbunyi :

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan
sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai
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atau menghilangkan suatu baang keperluan perang, ataupun

yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri

sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau
bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya,
diancam:

(1) Kesatu, dengan pidana penjara maksimum sepuluh
tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia
termasuk pada suatu Angkatanm Perang yang
disiapsiakan untuk perang;

(2) Kedua, dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di
luar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan
ayat pertama dari Pasal 72.

1.5.3 Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika
1.5.3.1 Pengertian Narkotika
Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris
narcoseatau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan.
Kata narkotikaberasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang
berarti terbius sehingga tidakmerasakan apa-apa.Dari istilah
farmakologis yang digunakan adalah katadrug yaitu sejenis
zat yang bila dipergunakan akan membawa efek
danpengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti
mempengaruhikesadaran ~ danmemberikan ketenangan,
merangsang dan menimbulkanhalusinasi.®
Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian
narkotika adalah sebagai berikut :

1. Soedjono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan

® Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana UntukMahasiswa dan
Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 35.
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(dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh
terhadap tubuh si pemakai.Pengaruh tersebut berupa
menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau
halusinasi.

2. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja
pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan
penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit
(nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan
(ketagihan).

3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri
dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah
heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan,
tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan
gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfhine.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah : “zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

7 Wilson Nadaek, Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung,

1983, h. 122.
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undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian
narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika
merupakan zat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman
yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran,
mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan
khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek
ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian
ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.
1.5.3.2 Golongan Narkotika

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun

2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan

narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan | adalah narkotika hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:
Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing,
Katinon, MDMDAV/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis
lainnya.

2. Narkotika Golongan Il adalah narkotika yang berkhasiat
untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
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pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

3. Narkotika golongan Ill adalah narkotika yang memiliki
daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk
pengobatan dan penelitian.Golongan 3 narkotika ini
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein,
Buprenorfin,  Etilmorfina, = Kodeina, = Nikokodina,
Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam
termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi
lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga
golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-
undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan
bahwa narkotika adalah obat atau =zat yang dapat
menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau
pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka
rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek
stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan

ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.
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1.5.3.3 Jenis-Jenis Narkotika
Jenis narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan
menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Narkotikaalami.

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih
alami dan belum mengalami pengolahan. Contoh narkoba
alami adalah:

1. Ganja
Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal
dari tanaman cannabissativa, cannabis indicadan
cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk
keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Canabis
merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa
perawatan khusus.
2. Opium
Opium atau candu adalah getah bahan baku

Narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver

somniferum L atau P paeoniflorum) yang belum

matang. Opium  merupakan  tanaman  semusim
yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan

kawasan subtropis.®

8 Mardani,Narkotika dan Psikotropika, Rajawali Press, Jakarta, 2000, h. 81.
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2. Narkotika Semi Sintetis
Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika
alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya )
agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat
dimanfaatkan untuk  kepentingan kedokteran. Contoh
Narkotika semi sintesis adalah Morfin. Morfin adalah
alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan
agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya
opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal
dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Y unani.
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu
mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (
C17H19NO3) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung
halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.
Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.
3. Narkotika Sintesis
Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat
dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau
pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan
narkoba. Narkotika sintesis berfungsi  sebagai pengganti
sementara untuk  mencegah rehabilitasi  sehingga
penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.

Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah:
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a. Sabu (Amfetamin)

Sabu merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis
yang disebut sistem saraf pusat (SSP). Amfetamin
merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara
sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara.
Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, coklat,
bubuk putih kristal kecil.

b. Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (methylenedioxyNmethylamphetamine)
biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC
adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai
obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi
sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi
ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya
juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu
banyak air.

c. Kokain

Kokain adalah suatu alkloida yang berasal dari
daun Erythroxylum coca Lam, kokain merupakan salah
satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain
diisolasi dari daun tanaman Erythroxylum coca Lam. Zat
ini dapat dipakai sebagai anastetik (pembius) dan

memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral.
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Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara,
gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah,
detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan
muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian
kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan
kematian.®
1.5.3.4 Pengaturan Narkotika
Ketentuan pidana narkotika diatur dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam
bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2)
diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling
lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan
paling banyak 8 miliar.

2. Memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan
narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan
pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2 , pasal 117
ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122
ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai
4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta,
sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12
tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan
narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika
golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117
ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan
pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama
20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.

4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau
menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1),
golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat
(1)), diancam dengan pidana kurunga paling singkat 5

°Sumarno Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV.
Mas Agung, Jakarta, 1987, h. 78.
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tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1
miliar dan paling banyak 10 miliar.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan
bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman:
lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)),
golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123
ayat (2)), dipidana dengan pidan kurungan paling singkat
5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda
maksimum 10 miliar.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan,
narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika
golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3
(pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan
paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10
sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta
sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10
miliar.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan
bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih
5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)),
narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika
golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana
kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
dengan denda maksimal 10 miliar.

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,
narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1l)), narkotika
golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3
(pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan
paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai
12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800
juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito
bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman
lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115
ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)),
narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan
pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan
paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal
8 miliar.

Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk
orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)),
narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkotika
golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara
kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama
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10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta
sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10
miliar.

11. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk
orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat
permanen, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (2)),
narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkotika
golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara
kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
dan denda maksimal 10 miliar.

1.5.3.5 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus
di luar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang
mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan,
penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum pidana
khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan
orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan —
perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana
militer (golongan orang — orang khusus) dan hukum pidana
fiscal (perbuatan — perbuatan khusus) dan hukum pidana
ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum
pidana umum (ius commune) tetap berlaku sebagai hukum
yang menambah (aanvullend rech). Dalam pidana khusus ini
terdapat ketentuan — ketentuan yang dari ketentuan pidana
umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan —

perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus

dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu
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perbuatan. Jadi penyimpangan — penyimpangan dari
ketentuan umum inilah yang merupakan ciri — ciri dari
hukum pidana khusus. gejala — gejala adanya pidana delik —
delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam
hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan
dengan 22 adanya unifikasi dan ketentuan — ketentuan umum
dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi
sendiri, akan tetapi azas — azas hukum pidana khususnya
tiada pidana tanpa kesalahan harus tetap dihormati.
1.5.3.6 Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Undang - Undang Narkotika tidak menjelaskan secara
spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika.
Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15)
UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah
orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan
hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa
penyalahguna narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.Dalam hukum pidana, tanpa hak
atau melawan hukum ini disebut juga dengan

istilah “wederrechtelijk”.*°

1%p.AF. Lamintang,Op.cit., h, 354,
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1.5.4 Pidana Tambahan
1.5.4.1 Pengertian Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-
barang tertentu. Pidana tambhan ini bersifat fakultatif artinya
dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.*

Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan
bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping
pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh
dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam
rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas
sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tidak
diancamkan

3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya
diancamkan kepada beberapa perbuatan pida tertentu

4. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan
suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana

tambahan ini adalah fakultatif.

1Basir Rohrohmana,Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan
dalam Tindak Pidana Korupsi,Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1, 2017, h, 48.



30

1.5.4.2 Jenis — Jenis Pidana Tambahan
Jenis - jenis pidana tambahan telah diatur dalam buku 1
KUHP Bab ke-2 dimulai dalam Pasal 10 KUHP yaitu:
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.
Jenis-jenis pidana tambahan dalam militer diatur dalam
Pasal 6 KUHPM vyaitu:
1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa
pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak tertentu yang disebutkan pada Pasal
35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*?

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis akan
menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu pendekatan
dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
deskriptif ~ analisis. Penelitian deskriptif ~ bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

125 R. Sianturi, Op.Cit, h. 68.
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gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.!3

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Pasal 6 huruf B ke-1
KUHPM yang meyatakan bahwa salah satu jenis hukuman
pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer
adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa
pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata,
dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu
dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan
maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya
tentang penjutuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI

terhadap TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika

13Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, h. 33
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1.6.3 Sumber Data
Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder, yaitu:
a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan
perundang-undangan.'* Data sekunder dapat dibagi menjadi:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari
pertaturan perundang -undangan yang terkait dengan objek
penelitian, yaitu :
a) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana.
b) Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang
Kitab Undang — Undang Hukum Pidana Militer.
¢) Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Disiplin Militer.

4Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, h. 33
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d) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku
teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan
pandangan-pandangan  klasik para sarjana  yang
mempunyai berkualifikasi tinggi.*
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum
sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,
dan sebagainya.
1.6.5 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam
penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagali
berikut:
a. Penelitian Lapangan
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang
diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang
berada di dalam ruang lingkup Pengadilan Militer 111-12

Surabaya.

15 peter Mahmud Marzuki.MetodePenelitian Hukum. Jakarta: Pitra utama.2016. him.182
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b. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi
yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk
memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam
prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada
anggota Pengadilan Militer 111-12 Surabaya yang mengerti
mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas
TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
c. Studi Pustaka /Dokumen
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum (baik normatif maupun yang empiris).
Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.!* Data
kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi
kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan
metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama

seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

8 Ammirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.68
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1.6.6 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah
metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian.
Dengan data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk
mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode
penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang
dipergunakan adalah pendeketan kualitatif terhadap data primer
dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur
hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang
menjadi objek kajian.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab
permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul
proposal skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya yang beralamat di JI. Raya
Ir. H. Juanda, Semambung, Kec. Semambung Kab. Sidoarjo

Jawa Timur.
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1.6.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman proposal skripsi ini, maka
kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri
dari beberapa sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran
secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi. Bab Pertama
terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka
dan metodologi penelitian.

Bab Kedua membahas tentang pelaksanaanpenjatuhan pidana
tambahan pemecatan TNI atas tindak pidana penyalahguna
Narkotika di Pengadilan Militer 111-12 Surabaya. Dalam bab ini
dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama mengenai
mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan
TNI atas tindak pidana penyalahgunaNarkotika di Pengadilan
Militer 111-12 Surabaya. Sub bab yang kedua membahas tentang
analisis pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan
bagi TNI yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika
di Pengadilan Militer I111-12 Surabaya.

Bab Ketiga membahas tentang dasar pertimbangan Hakim
Militer untuk  menjatuhkan pidana tambahan pemecatan

terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan
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narkotika di Pengadilan Militer 111-12 Surabaya, pada bab ini
akan membahas tentang dasar pertimbangan Hakim Militer baik
dari unsur — unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa dan rekomendasi pemecatan yang dikeluarkan oleh
Ankumuntuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap
TNI dalam persidangan yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer 111-12
Surabaya.

Bab Keempat adalah bab penutup dari penulisan proposal
skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari
seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang

dianggap perlu.



